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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dengan menggunakan metode
penelitian  yuridis normatif, disimpulkan:
Bentuk-bentuk  perbuatan penyelenggaran
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana,
seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai
penyelenggara negara untuk tidak melakukan
perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan kolusi merupakan permufakatan
atau kerja sama secara melawan hukum antar
penyelenggara negara atau antara
penyelenggara negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau
negara. Nepotisme merupakan perbuatan
penyelenggara negara secara melawan hukum
yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk tindak
pidana korupsi dan sanksi pidananya diatur
dalam peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur mengenai tindak pidana
korupsi.

Kata  kunci:  Bentuk-bentuk  perbuatan,
penyelenggara negara, sanksi pidana.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan
tanggung jawab tersebut tidak hanya
berdampak negatif di bidang politik, namun
juga di bidang ekonomi dan moneter, antara
lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara
yang lebih menguntungkan kelompok tertentu
dan memberi peluang terhadap tumbuhnya
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak
hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara,
antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga
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Penyelenggara Negara dengan pihak lain
seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha,
sehingga merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,
dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara
dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan
hati nurani rakyat yang menghendaki
terwujudnya Penyelenggara Negara vyang
mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan oleh Ketetapan Maijelis
Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.?

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, dalam waktu lebih dari 30 (tiga
puluh) tahun, Penyelenggara Negara
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, sehingga penyelenggaraan
negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu terjadi karena adanya pemusatan
kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab
pada Presiden/Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Di samping itu, masyarakat pun belum
sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan
fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap
penyelenggaraan negara.

Undang-undang ini memuat tentang
ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
yang  khusus  ditujukan  kepada para
Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang
memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3 Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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Undang-undang ini merupakan bagian atau
subsistem dari peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini
adalah para Penyelenggara Negara vyang
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga
Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyeienggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini
ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan
negara yang meliputi asas kepastian hukum,
asas tertib penyeienggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat
dalam undang-undang ini dimaksud untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang
dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih
bergairah melaksanakan kontrol sosial secara
optimal terhadap penyelenggaraan negara
dengan tetap mnenaati rambu-rambu hukum
yang berlaku.

Undang-undang  ini mengatur  pula
kewajiban para Penyelenggara Negara, antara
lain  mengumumkan dan melaporkan harta
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Ketentuan tentang sanksi dalam undang-
undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara,
masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai
upaya prefentif dan represif serta berfungsi
sebagai jaminan atas ditaatinya. ketentuan
tentang asas-asas urnum penyelenggaraan
negara, hak, dan kewajiban Penyelenggara
Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat
diharapkan memperkuat norma kelembagaan,
moralitas individu dan sosial.*

4 Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

Lex Crimen Vol. llI/No. 3/Mei-Jul/2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, mengatur dalam Pasal 1
angka 2. Peran serta masyarakat adalah peran
aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang
dilaksanakan dengan menaati norma hukum,
moral, dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 9
ayat (3) menegaskan bahwa tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Maksud peran serta
masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak
dan tanggung jawab masyarakat dalam
penyelenggaraan negara yang bersih.
Disamping itu, diharapkan pula peran serta
tersebut lebih menggairahkan masyarakat
untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap
Penyelenggara Negara.

Peran serta masyakarat dalam
penyelenggaraan negara diwajibkan dalam
bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan
memberikan data atau mengenai informasi
penyelenggara negara, dan hak menyampaikan
saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan penyelenggara negara.
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam
negara demokrasi yang mengharuskan
Penyelenggara Negara membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
mengenai Penyelenggara Negara, maka dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak
dan tanggung jawab serta kewajiban
masyarakat dan Penyelenggara Negara secara
berimbang. Hal ini dimaksudkan agar

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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masyarakat memperoleh perlindungan hukum
dalam menggunakan haknya untuk
memperoleh dan menyampaikan informasi
tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan
menggunakan hak tersebut haruslah disertai
dengan tanggung jawab untuk mengemukakan
fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan
menaati dan menghormati aturan-aturan moral
yang diakui umum serta hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.’

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur
mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Negara atas setiap pemberian informasi dan
pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya
masyarakat berhak menyampaikan keluhan,
saran, atau kritik tentang penyelenggaraan
negara yang dianggap tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari
menunjukkan bahwa keluahan, saran, atau
kritik masyarakat tersebut sering tidak
ditanggapi dengan baik dan benar.

Menurut  Penjelasan  Atas  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu,
dalam rangka mengoptimalkan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Penyelenggara Negara diwajibkan untuk
memberikan jawaban atau keterangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan
kesempatan Penyelenggara Negara
menggunakan hak kewajiban berupa bantahan
terhadap informasi yang tidak benar dari
masyarakat.

Apabila penyelenggara negara melakukan
perbuatan-perbuatan seperti korupsi, kolusi
dan nepotisme dan telah terbukti sah secara
hukum melalui pemeriksaan perkara di muka

pengadilan, maka ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme akan diberlakukan. Pemberlakuan
ketentuan pidana dalam undang-undang ini

> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara.

merupakan bagi dari upaya hukum untuk
menciptakan penyelenggara negara vyang
bersih, menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
perbuatan tercela lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang
dapat dikenakan sanksi pidana menurut
Undang-Undang Nomor 28  Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum vyang akan
digunakan dalam penulisan ini, ialah metode
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan
hukum diidentifikasi dan diinventarisir melalui
studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Norma hukum itu harus mendapat
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus
diketahui dan secara rasional dipahami oleh
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat
terlaksana dalam komunikasi dengan orang
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
Dengan menaati hukum, kebebasan dan
kepentingan masyarakat dakan terjamin
sehingga martabatnya sebagai manusia pun
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup
damai dan tenteram. Dengan norma hukum,
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama
termediasi oleh hukum vyang berlaku. lJika
seseorang melanggar norma hukum, ia
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan
dijatuhi hukuman.®

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Hak dan
Kewajiban Penyelenggara Negara. Pasal 4.
Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :
1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

® Nuh Muhammad, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia,
Bandung, 2011. hal. 199.
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2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap
teguran, tindakan dari atasannya, ancaman
hukuman, dan kritik masyarakat;

3. Menyampaikan pendapat di muka umum
secara bertanggung jawab sesuai dengan
wewenangnya; dan

4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 5.
Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban
untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai
dengan agamanya sebelum
memangku jabatannya;

2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,
selama, dan setelah menjabat;

3. Melaporkan dan mengumumbkan
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi,
dan nepotisme;

5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-
bedakan suku, agama, ras, dan golongan;

6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa
tanggung jawab dan tidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk
kepentingan  pribadi, keluarga, kroni,
maupun kelompok. Dan tidak
mengharapkan imbalan dalam bentuk
apapun vyang bertentangan  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam
perkara lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Larang; melarang; memerintahkan supaya
tidak melakukan sesuatu; tidak

memperbolehkan berbuat sesuatu.” Pidana:
“penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang vyang melakukan perbuatan vyang
memenuhi syarat-syarat tertentu”. ® Pidana
(Straf): hukuman yang dijatuhkan terhadap

orang yang terbukti bersalah melakukan delik

’ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, hal. 242.
® Ibid, hal. 392.
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berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum
tetap.’

Bentuk-bentuk perbuatan penyelenggara
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Setiap
Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi
Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4. Pasal 22.
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota
Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 1
angka 7. Komisi Pemeriksa  Kekayaan
Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut
Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen
yang bertugas untuk memeriksa kekayaan
Penyelenggara Negara dan mantan
Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek
korupsi, kolusi. dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 1
angka 4. Kolusi adalah permufakatan atau
kerja sama secara melawan hukum antar
Penyelenggara Negara atau antara
Penyelenggara Negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau
negara. Pasal 1 angka 5. Nepotisme adalah
setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara
melawan  hukum yang  menguntungkan
kepentingan keluarganya dan atau kroninya di
atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan
negara. Untuk tindak pidana korupsi diatur
dalam peraturan perundang-undangan lainnya
seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, menegaskan Pembangunan
Nasional bertujuan mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan

° Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, hal. 119.
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tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan

sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus
ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pada umumnya

serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di

tengah upaya pembangunan nasional di

berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk

memberantas korupsi dan bentuk
penyimpangan lainnya semakin maningkat,
karena dalam kenyataan adanya perbuatan
korupsi telah menimbulkan kerugian negara
yang sangat besar yang pada gilirannya dapat
berdampak pada timbulnya krisis di berbagai
bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan
pemberantasan  korupsi  perlu  semakin
ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kepentingan masyarakat.™

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tindak

pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan

dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara sehingga memerlukan
penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi perlu dilakukan secara terus menerus
dan berkesinambungan serta perlu didukung
oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya lainnya seperti
peningkatan kapasitas kelembagaan serta
peningkatan penegakan hukum guna
menumbuh  kesadaran dan sikap tindak
masyarakat yang anti korupsi."!
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1. Dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

10 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

u Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara Negara adalah
penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi
adalah  serangkaian  tindakan untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
menegaskan, Tindak pidana korupsi di
Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun
ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi
dan jumlah kerugian keuangan negara maupun
dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan
semakin sistematis serta lingkupnya yang
memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang
tidak terkendali akan membawa bencana tidak
saja  terhadap kehidupan perekonomian
nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa
dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana
korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan
karena itu semua maka tindak pidana korupsi
tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan
biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan
luar biasa. Begitu pun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar
biasa.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Penegakan hukum untuk
memberantas tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini
terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk
itu diperlukan metode penegakan hukum
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secara luar biasa melalui pembentukan suatu
badan khusus yang mempunyai kewenangan
luas, independen serta bebas dari kekuasaan
manapun dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan
secara optimal, intensif, efektif, profesional
serta berkesinambungan.™

Dalam rangka mewujudkan supremasi
hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan
landasan kebijakan yang kuat dalam usaha
memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai
kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus
tersebut yang selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, sedangkan mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tata kerja
dan pertanggung jawaban, tugas dan
wewenang serta keanggotaannya diatur
dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan
ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang
tersebut di atas. Pada saat sekarang
pemberantasan tindak pidana korupsi sudah
dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti
kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain
yang berkaitan dengan pemberantasan tindak
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pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

dalam Undang-Undang ini dilakukan secara
berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi meliputi
tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan  aparat  penegak  hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang
ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan
masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini,

Komisi Pemberantasan Korupsi:

1) dapat menyusun jaringan
kerja (networking) yang kuat dan
memperlakukan institusi yang telah ada
sebagai "counterpartner" yang kondusif
sehingga pemberantasan korupsi dapat
dilaksanakan secara efisien dan efektif;

2) tidak memonopoli tugas dan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

3) berfungsi sebagai pemicu dan
pemberdayaan institusi yang telah ada
dalam pemberantasan korupsi (trigger
mechanism);

4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan
memantau institusi yang telah ada, dan
dalam keadaan tertentu dapat mengambil
alih tugas dan wewenang penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan (superbody)
yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung

oleh  ketentuan-ketentuan yang bersifat

strategis antara lain:

1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Unda
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ng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

memuat perluasan alat bukti yang sah serta

ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

2) ketentuan tentang wewenang Komisi
Pemberantasan  Korupsi yang dapat
melakukan tugas penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap penyelenggara
negara, tanpa ada hambatan prosedur
karena statusnya selaku pejabat negara;

3) ketentuan tentang pertanggungjawaban
Komisi Pemberantasan Korupsi kepada
publik dan menyampaikan laporan secara
terbuka kepada Presiden Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa
Keuangan;

4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman
pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau
pegawai pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang melakukan korupsi; dan

5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa
syarat kepada Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi yang melakukan
tindak pidana korupsi.

Dalam  proses pembentukan  Komisi
Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya
adalah sumber daya manusia yang akan
memimpin dan mengelola Komisi
Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini
memberikan dasar hukum yang kuat sehingga
sumber daya manusia tersebut dapat konsisten
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
lembaga negara yang bersifat independen yang
dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri
dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai
Anggota yang semuanya adalah pejabat
negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur
pemerintah dan unsur masyarakat sehingga
sistem pengawasan vyang dilakukan oleh
masyarakat terhadap kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat
pada Komisi Pemberantasan Korupsi.**
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PENUTUP

Bentuk-bentuk perbuatan penyelenggaran
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana,
seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai
penyelenggara negara untuk tidak melakukan
perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan kolusi merupakan permufakatan
atau kerja sama secara melawan hukum antar
penyelenggara negara atau antara
penyelenggara negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau
negara. Nepotisme merupakan perbuatan
penyelenggara negara secara melawan hukum
yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk tindak
pidana korupsi dan sanksi pidananya diatur
dalam peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur mengenai tindak pidana
korupsi.

Sebagai penyelenggaran negara seharusnya
dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggara Negara mempunyai peran
penting dalam mewujudkan cita-cita
perjuangan bangsa. Penyelenggara Negara
yang bersih wajib menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
perbuatan tercela lainnya.
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